
BUPATI TENXCEru
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 peraturan Daerah

Kc.bupaten Katingan Nomor 9 Tahun ZOLO tentang pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten d"ti.rg"rr, perlu
membentuk PeraLruran Bupati tentang Kedudukan,- Susunan
Organisasi, T\rgas {an Fungsi serta Tata f"d" Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2oO2 tentang pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang pisau, Kabupaten Mrrrurg R*ya dan
Kabupaten Barito Timur di provinsi KalimJntan 

- 
Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 1g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor algo);

2. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun zdog
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah oaeiah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaSg);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A06 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor L24, Tambahan l*mbararr Negara Republik
Indonesia Nomor 46T4lsebagaimana telah diubah dlngan
undang-undang Nomor 24 Tahun 2otg (Lembaran meg;a
Republik Indonesia Tahun 2org Nomor 2gz, TambaLan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SaTS);
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6. undang-undang Nomor 12 Tahun 2orr tentang pembentukan
Peraturan perundang-undangan (Lembaran NJgara RepublikIndonesia Tahun 2olr Nomoi g2, Tambahan r,eribaran Negara
Republik Indonesia Nomor S2Ba\

7. undang-Undang Nomor 5 Tahun 2or4 tentang Aparatur sipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesla ,iahun 2ol4Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9al;

8. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4
Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah d.rrg", undang-
undang Nomor 9 Tahun 2o1s tentang perubahan Kedua Atas
undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

9. Peraturan Pemerintah Nomor loo rahun 2000 tentang
Pengangkatan pegawai Negeri sipil dalam Jabatan struktural
(Lembaran legara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4o1g)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 13 Tahun 2oo2 tentang perrrbahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 1oo tentang pengangkatan pegawai Negerisipil dalam Jabatan struktural ll,emuaran Negala Repu6lik
Indonesia Tahun 2oo2 Nomor BB, Tambahan l,embaran N"g*"
Republik Indonesia Nomor alga\

1o. Peraturan Pemerintah Nomor sg rahun 2oos tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubti[
Indonesia Tahun 200s Nomor 140, Tambahan Lembaran N.g"r"
Republik Indonesia Nomor a17gl;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang pedoman
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indtnesia Tahun 2oos
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2ot6 tentang perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1L4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

13. Peraturan Presiden Nomor 8T Tahun 2oL4 tentang peraturan
Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun zofi. tentang
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor fgg);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Dalrah Kabupaten
Katingan Nomor 35).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2o1s tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLS Nomor 2036);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN, susuNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud. dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan
Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan Ttrgas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-ruasnya dalam sistem dan
qrinsin Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara iepublik
Indonesia Tahun lg41.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menja& kewenangan
Daerah otonom.

3.

4.

5.

6.

7.

Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Katingan.
Bupati adalah Bupati Katingan.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Katingan.

8. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
Kabupaten Katingan

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
tertentu dilingkungan Dinas Kependudukan dan pencatatan
Sipil Kabupaten Katingan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
(1) susunan organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil,

terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. sub Bagran Keuangan, program, Evaluasi, pelaporan dan IT;
3. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk, membawahkan :

1) Seksi Identitas penduduk;

2l Seksi Pindah Datang penduduk;

Kabupaten
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3) Seksi pendataan penduduk.

b. Bidang Pelayanan pencatatan sipil, membawahkan :

1) Seksi Kelahiran;

2) Seksi perkawinan dan perceraian;

3) Seksi perubahan status Anak, Kewarganegara€rn dan
Kematian.

c. Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data, membawahkan :

1) seksi sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2) seksi pengolahan dan penyajian Data Kependudukan;
3) Seksi Kerja Sama dan Inovasi pelayanan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 3
Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibida;g aatinistrasi
kependudukan.

pasal 4
untuk melaksan*T tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal B,Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil menyelen&*"k""
fungsi:
a. Pen5rusunan program dan anggaran;
b. Pengelolaan keuangan;

c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
barang milik negara;

d. Pengelolaan urusan ASN;

e. Penyusunan perenc€rnaan dibidang pendaftaran penduduk,
Pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan,
pemanflaatan data dan dokumen kependudukan ierta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

f. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk,
Pencatatan sipil, pengelolaan inlormasi administrasi
kependudukan, kerja sarna, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaranpenduduk;
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h.

i.

j.
k.

t.

m.

n.

Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi
kependudukan;

Pelaksanaan kegratan penatausahaan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil; dan
o. Pelaksanaan tuga.s lain yang diberikan oreh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 5
untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai kewenangan
sebagai berikut:
a. Men5rusun program dan anggaran;
b. Mengelola keuangan;
c. Mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

barang milik negara;

d. Mengelola urusan ASN;

Men5rusun perenc€rnaan dibidang pendaftaran penduduk,Pencatatan sipil, mengerora - informasi administrasi
kependudukan, keda sama administrasi kependudukan,
memanfaatkan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;
Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk,
Pencatatan sipil, mengerora informasi administrasi
kependudukan, kerja sarna, memanfaatkan data dan dokumenkependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;
Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;

e.

c,b.

h.

i.

j.
k.

1.

Melaksanakan pengelolaan informasi
kependudukan;

Melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan;
Melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
Melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

m. Membina, mengkoordinasikan,
administrasi kependudukan;

mengendalikan bidang

n. Melaksanakan kegiatan penatausahaan Dinas
dan Pencatatan Sipil; dan

o. Melaksanakan- tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

administrasi

Kependudukan
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Bagran Kedua
KEPALA DINAS

Pasal 6
(1) Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil mempunyaiT\rgas memimpin pelaksanaan urusan Administrasi

Kependudukan dan bertanggungiawab atas terlaksan arrya tugas
pokok Dinas Kependudukan dan pencatatart Sipil

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan

a. Membantu tugas Bupati dalam melaksanakan urusan
Administrasi Kependudukan;

b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
administrasi dinas, pelaksanaan tugas dibidang pendaft"i*
Penduduk, Informasi Kependudukan dan pencatatan sipil;

ayat (1),
Sipil

menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan program dan anggararl;
b. Pengelolaan keuangan;

c. Pengelolaan perlengkapan, urusan
dan barang milik negara;

d. Pengelolaan urusan ASN;

tata usaha, rumah tangga

e. Pen5rusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk,
Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan lerta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

f. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk,
Pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, kerja sarna, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
h. PelaksanaErn pelayanan Pencatatan sipil;
i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan;
j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi

kependudukan;

n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan
dan Penc atatan sipil; dan

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
ayat (2), Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan
mempunyai uraian tugas :

pada
Sipil
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c.

d.

e.

Melakukan koordl"gi dengan satuan kerja perangkat daerahdan Instansi vertikal dan Lembaga iemerintah Non
Departemen di Kabupaten Katingan dalam rangka pelaksanaan
urusan Administrasi Kependudukan;
Melakukan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dansupervisi terhadap penugasan kepada -besa/Kelurahan
berkenaan pelaksana urusan Administrasi Kependudukan;
Menyampaikan laporan/pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas kepada Bupati Katingan;

Membagi tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasil
kerja dan menilai prestasi kerja uawarran dilingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Bupati.

Bagran Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7
(1) sekretariat Dinas Kependudukan dan penc atatan sipil dipimpin

oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala
Dinas;

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian dan penJrusunan program, evaluasi,
pelaporan dan informasi teknologi serta keuangan;

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga

dan penataan barang milik negara;
d. Pengelolaan urusan ASN.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :

a. Menyiapk€rn perencanaan dan program kerja serta menyiapkan
ranca.ngan peraturan dalam rangka pelaksanaan unrsan
Administrasi Kependudukan;
MenJrusun tlnggaran dan pengelolaan anggaran serta informasi
teknologi;

Mengelola perlengkapan, kepegawaian dan urus€rn rumah
tangga;

d. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;
e. Membagi tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasil

kerja dan menilai prestasi keda bawahan dilingkungan
Sekretariat;

f. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Dinas.

b.
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Pasal 8
Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi, pelaporan dan IT.

Paragraf 1

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oreh seorang
Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris
dalam hal urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan,
urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala sub umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Pengelolaan urus€Ln persuratan, tata usaha, kearsipan dan
pengelolaan urusan ASN;

b. Pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, dan
penataan barang milik Negara/ Daerah;

c. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan
kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan;

d. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelapor€rn
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala sub umum dan Kepegawaia.n mempunyai uiaian
tugas :

a. Melakukan pengelolaan urusan persuratan, tata usaha,
kearsipan dan pengelolaan urusan ASN;

b. Melakukan pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga,
dan penataan barang milik Negara/Daerah;

c. Membagi tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasil
kerja dan menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

d. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan umum dan
Kepegawaian;

e. Melaksanakan pengolahan data/informasi sebagai bahan
perumusan kebijakan umum dan teknis operasional
pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, perpustakaan dan inventarisasi barang.

f. Mengelola perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, serta
analisis jabatan;

g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing;

h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang
berlaku.
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Paragraf 2
SUB BAGIAN KEUANGAN, PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN

DAN INFORMASI TEKNOLOGI

Pasal 10

(1) sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi, pelaporan dan
Informasi reknologi dipimpin oleh Kepala sub Bagian yang
mempunyai tugas membantu sekretaris dalam hal penyiapan
koordinasi, anggaran, pengelolaan keuangan, penatausahaan,
akuntansi, verifikasi, pembukuan dan penataan barang milik
Negara/ Daerah serta Informasi Teknologi.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi, pelaporan dan
Informasi Teknologi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan penyusunan program, evaluasi serta informasi
teknologi dan Keuangan;

b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta
penyiapan evaluasi dan pen]rusunan laporan bulanan,
triwulan dan laporan tahunan;

c. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan
keuangan, bimbingan serta pembinaan dan pengawasan
terhadap bendahara;

d. Pengelolaan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana serta
analisis jabatan;

e. Pengumpulan dan penyiapan Peraturan perundang undangan
di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

f. Pelaksanaan pengelolaan program, evaluasi serta informasi
teknologi;

g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta
penyiapan evaluasi dan informasi teknologi;

h. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan program Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

i. Penyelenggaraan pen]rusunan LAKIP, penetapan Kinerja,
LPPD, LKPJ dan Profil Dinas Kependudukan dan pencatatan
Sipil yang berkoordinasi dengan bidang-bidang;

j. Pengumpulan dan penyiapan Peraturan perundang-undangan
dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporEm
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan

1. Pelaksanaan pengelolaan informasi teknologi dilingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2l,, Kepala Sub Bagian Keuangan, program, Evaluasi,
Pelaporan dan Informasi Teknologi mempunyai Uraian tugas :

a. Menyiapkan dan menJrusun program dilingkungan sub Bagian
Program, evaluasi dan Informasi;

b. Membagi tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasil
kerja dan menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan
Sub Bagian Program, evaluasi dan Informasi;
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c. Men5rusun laporan keuangan secara berkala dan tahunan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Melakukan pengumpulan dan pengorahan data sertapenyiapan evaluasi dan penJrusunan laporan bulanan,
triwulan dan laporan tahunan;

e. Melakukan verifikasi anggaran kegiatan;
t. Melaksanakan pengelolaan arrggararri
g. Melaksan*"l_ monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatansub bagian Keuangan, program, Evaluasi, pelaporari a.r,

Informasi Teknologi;

h. Melaksanakan penatausahaan administrasi barang inventaris
milik pemerintah;

i. Menyediakan dan menyampaikan informasi kepada
masyarakat di Kependudukan dan pencatatan sipil;

j. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan program,
Evaluasi dan Informasi Teknologi;

k. Melaksanakan pengolahan data/informasi sebagai bahanperumusan kebiiakan umum dan teknis Jperasional
pengelolaan Program, Evaruasi dan Informasi reknologi;

1. Melaksanakan dan memfasilitasi peliputan dan dokumentasi
kegiatan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil;

m. Menrmuskan bahan rencana strategi dan rencana kerja Dinas
Kependudukan dan pencatatan Sipil;

n. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang dalam rangka
menyediakan layanan informasi teknologi yang *"rrlpu
memenuhi Kebutuhan Dinas;

o. Menghimpun dan mengorah data serta bahan-bahan untuk
men)rusun anggar€rn serta melakukan dokumentasi peraturan
Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipit; 

-

p. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agtr pelaksanaan
tugas bedalan sesuai dengan tugas pokok aan rungsi masing-
masing;

q. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

r. Melaksan"k?n monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
sub bagian Program, Evaluasi dan Informa"i retrrolosi; d;n

s. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah
Sekretaris/ Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BTDANG 
"r"o"oRift 

T#fffifu N pEND uD uK

Pasal 1 1

(1) Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas melatsanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaErrl kebijakan aifiiaang
pelayanan pendaftaran penduduk.
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(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk
menyelenggarakan fungsi :

a. Penlrusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk,
Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

b. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pendaftaran penduduk;

c. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
d. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
e. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran

penduduk;

f. Pengendalian
penduduk.

dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaiman dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan dan pendaftaran penduduk
mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan dibidang pendaftaran penduduk
berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data
yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Menyusun rancangan peraturan dalam rangka melaksanakan
Pendaftaran Penduduk;

Melaksanakan kegiatan Pendaftaran penduduk;

Menghimpun laporan data penduduk dari kecamatan;
Men5rusun rencana dan program kegiatan Dinas;
Membuat dan menyampaikan laporan data penduduk kepada
Bupati secara berkala;

Membagi tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasil
kerja dan menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Bidang
Pendaftaran Penduduk;

Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Dinas.

c.

d.

e.

f.

ob.

h.

Pasal 12

Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :

1. Seksi Identitas Penduduk;

2. Seksi Pindah Datang;

3. Seksi Pendataan Penduduk.

Paragraf L

SEKSI IDENTITAS PENDUDUK

Pasal 13

(1) seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala seksiyang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
koordinasi serta pelayanan dan penerbitan identitas penduduk.
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(2) untuk melaksan.\* tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala seksi Identitas penduduk tenyel""gt"r"t"r, frrrg*i," 
-

a' Penyiapan b4* perencanaan, perumusan kebijakan teknis,pembinaan dan koordinasi pelai<sanaan pelayaian identitaspenduduk;

b. Pelayanan dan penerbitan dokumen identitas penduduk;
c. Pelaksanaan pendokumentasian

penduduk dan pengendalian
identitas penduduk; dan

d. Pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah KepalaBidang/Pimpinan sesuai bidang luga"rrya.
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat t2)t Kepala seksi Identitas penduduk *.-p,.rrry"i uraiantugas sebagai berikut :

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaErn, perumusan
kebijakan .t9kn!s, pembinaan dan koordinasi plut*"rr""r,
pelayanan identitas penduduk;

b. Melakukan pelayanan dan penerbitan dokumen identitaspenduduk;

c. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan identitas
pendudukdan Pengendalian dan evaluasi pit"t""rraan identitaspenduduk;

d. Membagi tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasilkerja dan menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan SeksiIdentitas penduduk;

e. Melaksanakan tugas 1ain sesuai petunjuk dan perintah Kepata
Bidang/Pimpinan sesuai bidang t g""rrya.

Paragraf 2
SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK

Pasal 14

(1) seksi Pindah Datang penduduk mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perencana€rn, perumusan te6i3atan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pilak"anaaan pehjranan pindah
datang penduduk.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala seksi Pindah Datang penduduk menyel..rgg".*k", zurrg"i,
a. Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi pelaksanaaan pelayanan pindah
datang penduduk;

b. Pelayanan dan penerbitan dokumen pindah datang penduduk.
c. Pelaksanaan pendokumentasian hasit pelayanan pindah datangpenduduk {* pengendalian dan evaluasi-pelaksanaan pinaatr

datang penduduk;

d. Pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Bidang/ Pimpinan sesuai bidang luga"ny*.

hasil pelayanan identitas
dan evaluasi pelaksanaan
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(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2), Kepara seksi pindah Datan[ penduduk *lrrrprrrv"iuraian tugas :

a' Melakukan -penyiapan bahan perencanaan, perumusankebijakan tggig, pembinaan dan- koordinasi'p"Li""rr"""r,
pelayanan pindah datang penduduk;

b. Melakukan pelayanan dan penerbitan dokumen pindah datangpenduduk.

c. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pindah
datang penduduk dan pengendalian dan evaluisi peraksanaan
pindah datang penduduk;

d. Membagi tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasilkerja dan menilai prestasi kerja bawahan dlfingkungan setsi
Pindah Datang penduduk;

e. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah KepalaBidang/ Pimpinan sesuai bidang tlg"*rryr.

paragraf 3
SEKSI PENDATAAN PENDUDUK

Pasal 15
(1) seksi Pendataan penduduk mempunyai tugas melakukanpenyiapan ba]ran perencanaan, perumusan t<EuEat<an teknis,pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pendataan

penduduk.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala seksi pendataan pendudut *"rryelenggarak*r, rrrrg.i i
a. Penyrapan b_ahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,pembinaan dan koordinasi pelaksanaaan pendatain penduduk;
b. Pelaksanaaan pendataan penduduk.

d. Pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Bidang/Pimpinan sesuai bidang iuga"nya.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala seksi pendataan penduduk mempurry"i ur"i"r,tugas:
a' Melakukan penyiapan bahan perenc€Lnaan, perumus€rn

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi'peiJ"rrr"r."r,
pendataan penduduk;

b. Melakukan pelaksanaaan pendataan penduduk.
c. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pendataan penduduk

dan _ pengendalian dan evaluasi p"i.k""rr"r' pendataan
penduduk;

d. Membagr tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasil
kerja dan menilai prestasi kerja bawahan dlfingtungan setsi
Pendataan penduduk;

e. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Bidang/ Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Pelaksanaan pendokumentasian
Pendudukdan pengendalian dan
pendataan Penduduk;

hasil pendataan
evaluasi pelaksanaan
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Bagian Kelima
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 16

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan sipil dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pelayanan pencatatan sipil.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan
fungsi:
a. Pen5rusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
b. Perrrmusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pencatatan sipil;

d. Pelaksana€rn pelayanan pencatatan sipil;
e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan

sipil;
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai
uraian tugas sebogai berikut:
a. Melaksanakan pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kematian,

Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan, Pengakuan dan
Pembatalan Akta, Pencatatan Kewarganegaraan;

b. Melakukan Monitoring dan evaluasi program serta
dokumentasi pencatatan sipil;

c. Membagi tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasil
keda dan menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Bidang
Pencatatan Sipil;

d. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Dinas.

Pasal 17

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :

1. Seksi Kelahiran;

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;

3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.

Paragraf 1

SEKSI KELAHIRAN

Pasal 18

(1) Seksi Kelahiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perenc€rnaan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan pelayanan Pencatatan kelahiran.
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(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kelahiran menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perenc€maan, perumusa.n kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan
kelahiran;

b. Pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan kelahiran;
c. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pencatatan kelahiran

dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan
kelahiran;

d. Pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Seksi/Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala seksi Kelahiran mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan Pencatatan kelahiran;

b. Melakukan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan
kelahiran;

c. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pencatatan kelahiran
dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan
kelahiran;

d. Membagr tugas /kegsatan, memberi petunjuk, memeriksa hasil
kerja dan menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Seksi
Kelahiran;

e. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Seksi/Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Paragral 2
SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pasal 19

(1) Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan pencatatan perkawinan
dan perceraian.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala seksi Perkawinan dan Perceraian menyelenggarakan
fungsi :

a. Penyiapan bahan perencanaan, perumr-lsan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan
kelahiran;

b. Pelayanan dan penerbitan dokumen Pencatatan kelahiran;
c. Pelaksanaan pendokumentasian hasil Pencatatan Kelahiran

dan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan
Kelahiran;

d. Pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Seksi/ Pimpinan sesuai bidang tugasnya.
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(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2l,, Kepala seksi perkawinan dan perceraian mempunyaiuraian tugas sebagai berikut:
a. Melakukan 

_penyiapan_ . bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi p!u*".rrr"r,
pelayanan pencatatan kelahiran;

b. Melakukan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan
kelahiran;

c. Pelaksanaan pendokumentasian hasil Pencatatan Kelahirandan Pengendalian dan evaluasi peraksanaan pencatatan
Kelahiran;

d. Membagi tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasil
kerja dan menilai prestasi kerja bawahan alfingkungan Seksi
Kelahiran;

e. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Seksi/ Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

SEKSIPERUBAHAN-';?isTff^'-,KEWARGANEGARAAN
DAN KEMATIAN

Pasal 2O

(1) seksi Perubahan status Anak, pewarganegaraan dan Kematian
dipimpin oleh seorang Kepata seksi yang mempunyai tugas
melakukan,penyiapan bahan perencclnaan, perumusan kebijaian
teknis, pembinaan dan koordinasi serta p.i"k"anaan pelayanan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan
anak, pembahan status kewarganegaraa.n dan' pe-ncatatan
kematian.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala seksi Perubahan status Anak, pewarganlg"r"ri, dan
Kematian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayana-n Pencatatan
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak,
perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;

b. Pelayanan dan penerbitan dokumen pencatata.n pengangkatan
anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, p"rub"hlan "status
kewarganegaraan dan pencatatan kematian;

c. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pencatatan perkawinan
dan perceraian dan pengendalian dan evaluasi p"l"ku..r""r,
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan
anak, perubahan status kewarganEgaraan dan 

'pen-catatan

kematian;

d. Pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Bidang/Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala seksi perubahan statui Anak, pewarganegaraan
dan Kematian mempunyai uraian tugas sebagai berikut-:
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a' Melakukan penyiapan. 
. bahan perenc€Lnaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan a"ri koordinasi plurc"rr""r,
pelayanan pencatatan pengangkatan anak, p"rrg^t r"o anak,pengesahan_ anak, perubahan status kewaigarieg;;; danpencatatan kematian;

b. Melakukan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak,perubahan status kewargan egaraan dan penc atatan kematian;

c' Pelaksanaan pendokumentasian hasil pencatatan perkawinan
dan perceraian dan pengendalian dan evaluasi plut.*"*r,pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,
pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan
pencatatan kematian;

d. Membagi tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasil
kerja dan menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan seksiperubahan status anak, kewarganegaraan d; pJncatatan
kematian;

e. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Bidang/ Pimpinan sesuai bidang tugasriya.

Bagian Keenam
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 2 L

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data dipimpin -oreh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas tugas melaksanakan penyiapan p"*tr"rn
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan ai uiaangp"rrg"lol"r,
informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi
kependudukan, pemanf,aatan data dan doliumen kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi rcipendudukan
dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusun€rn perencanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;

b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaanpengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pemanflaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama
administrasi kependudukan serta inovasi pellyanan
administrasi kependudukan;

d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
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e' Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasiadministrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumenkependudukan, kerjasama administrasi kependudukan sertainovasi pelayanan administrasi kependudukan.
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

lYat (2ll, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan pemanfaatan Data mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(srAK);

b. Melaksanakan pengolahan dan penyajian Data Kependudukan;
c. Melaksanakan Kerja sama dan Inovasi pelayanan;

d. Melakukan pemanfaatan data kependudukan;
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta

dokumentasi data kependudukan;
f. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala

Dinas.

Pasal 22
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data, membawahkan :

1. seksi sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. seksi Pengolahan dan penyqiian Data Kependudukan;
3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi pelayanan.

Paragraf 1

SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 23
(1) seksi sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh

seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas -meiakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan t<euiiatan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sisiem informasi
administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan
komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala seksi sistem Informasi Administrasi xipendudukan
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi pelaksanaan sistem informasi
administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasidan komunikasi serta sumber daya manusia. teknologi
informasi dan komunikasi;

b. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, tata
kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber d.aya
manusia teknologi informasi dan komunikasi;

c. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan informasi administrasi kependudukani
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d. Pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Bidang/Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2],, Kepala seksi sistem Informasi Administrasi
Kependudukan mempunyai uraian tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan perenc€rnaan, perumusan
kebijakan 

_ 
teknis, pembinaan dan koordinasi plhk""rr""r,

sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola
teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya
manusia teknologi informasi dan komunikasi;

b. Melakukan pelaksanaan sistem informasi administrasi
kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi
serta sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;

c. Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan informasi administrasi kependudukanf

d. Membagi tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasil
kerja dan menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan seksi
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

e. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Bidang/Pimpinan sesuai bidang tugasnya,

Paragraf 2
SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal24
(1) seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan dipimpin

oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melakulian
penyiapan bahan perencanaan, perumusan t<e6iSatcan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan
penyajian data kependudukan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perenc€rnaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengolahan dan
penyqiian data kependudukan;

b. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
c. Pelaksanaan Pengolahan dan penyajian data kependudukan,

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengolahan dan
Penyajian Data kependudukan;

d. Pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Bidang/ Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Pengolahan dan penyajian Data
Kependudukan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Melakukan penyiapan bahan perencErnaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pengolahan dan penyajian data kependudukan;
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-Melakgkan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data
kependudukan;

melaksanakan Pengolahan dan penyajian data kependudukan,
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengolahan dan
Penyajian Data kependudukan;

Membagi tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasil
kerja dan menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan seksi
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Bidang/ Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN

Pasal 25
(1) seksi Kerjasama dan Inovasi pelayanan dipimpin oleh seorang

kepala seksi yang mempunyai melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
koordinasi dan pelaksan aaafl kerja sama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala seksi Kerjasama dan Inovasi pelayanan menyelenggarakan
fungsi :

a. Penyiapan bahan perencEmaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, koordinasi pelaksan aaarl kerja sama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

b. Pelaksanaaan kerja sama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

c. Pelaksanaan Kerja sama dan Inovasi pelayanan, pengendalian
dan evaluasi pelaksa,naa! Kerja sama dan Inovasi pelayanan;

d. Pelaksa.naa.n tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Bidang/Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala seksi Kerjasama dan Inovasi perayanan
mempunyai uraian tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan perenca.naan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi pelaksanaaan kerja
sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

b. Melakukan pelaksanaaan kerja sama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

c. melaksanakan Kerja sama dan Inovasi pelayanan,
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Kerja sama dan
Inovasi Pelayanan;

b.

c.

d.

e.
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d.

e.

Membagr tugas/kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa hasil
kerja dan menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan seksi
Kerja Sama dan Inovasi pelayanan;

Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah Kepala
Bidang/Pimpinan sesuai bidang tugasnya

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan sipil, sesuai dengan keahtian dan kebutuhan.

b. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok- sesuai
dengan bidang keahliannya;

c. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
furrgsional yang senior ditunjuk oleh Bupati atas ,.rlt KepaIa
Dinas melalui sekretaris Daerah dan bert"rggurg jawab kepada
Kepala Dinas;

d. Jumlah jabatan dan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja;

e. Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

pasal 2T
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam

satuan kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Uait
dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit
kerja dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya,
maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas;

(3) Apabila sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan
tugasnya, m+a dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam
lingkungan Dinas Kependudukan dan penCatatan sipil dengan
memperhatikan senioritas kepangkatan;

(4) setiap pimpinan unit kerja daram lingkungan Dinas
Kependudukan dan pencatatan sipil, w4iu mengawasi
bawahannya 

- 
masing-masing dan bila terjadi p"rryi*p"rrg# agar

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) s-etiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas
Kependudukan dan pencatatan sipil bertanggung jawab datam
memimpin dan membina bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelakrar.ai tugas
bawahannya.
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(6) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan sipil dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi,
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung lawab kepada
atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat
pada waktunya.

(7) Kepala Dinas dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib mengadakan rapat staf
secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan
bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(8) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wqiib menyampaikan
laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada
satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati
Katingan Nomor 8 Tahun 2oag tentang T\rgas pokok dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan (Berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, p5 Denonbor lo16

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, ?5 Dcrosbar 2O16

SEKR S DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NoMoR 313

NIKODEMUS
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